REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 8599/ MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018
TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU
PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN
(REVISI XV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar KETIGA angka 1 huruf d Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Peta Indikatif Penundaan
Pemberian Izin Baru di Kawasan Hutan dilakukan revisi setiap 6
(enam) bulan sekali;

b. bahwa Peta Indikatif sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018
tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan
Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV), perlu
dilakukan revisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif
Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan
Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Areal Penggunaan Lain (Revisi XV);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang ...



